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ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Onislag Van Alle
Rechisvervolging) dalam Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang (Studi Putusan Pengadilan
Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PNMnd & Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd),
dilatarbelakangi pada kenyataan bahwa para penegak hukum tidak selalu dapat menjatuhkan
suatu putusan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang — undangan yang
bersangkutan sehingga putusan pidana oleh hakim tersebut tidak sesuai dengan apa yang
scharusnya didapatkan oleh terdakwa seperti dalam kasus tindak pidana rahasia dagang oleh
Nico Rewah dan Sultan yang menggunakan rahasia perusahsan PT. OTO Multiartha dan
dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Adapun permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan nomor:
111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd & nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd? 2) Apakah hakim dalam
menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan tersebut telah sesuai dan memenuhi rasa
keadilan 7. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan
perundang — undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa 1) pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas
dari segala tuntutan hukum dalam perkara putusan nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd &
112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd tidak tepat dan keliru karena sesuai dengan bukti — bukti di
persidangan terdakwa telah memenuhi unsur — unsur dari Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, maka seharusnya terdakwa tetap dijatuhi
pidana sesuai dengan pasal ~ pasal pada tuntutan jaksa penuntut umuin 2) putusan hakim lepas
dari segala tuntutan hukum perkara tindak pidana tindak pidana rahasia dagang ini tidak sesuai
‘dan tidak memenuhi rasa keadilan karena meskipun telah menyatakan bahwa benar terdakwa
telah melakukan tindak pidana rahasia dagang namun hakim tetap menjatuhkan putusan lepas
dari segala tuntutan hukum.

Kata Kunci : Putusan Lepas, Tuntutan Hukum, Rahasia Dagang,

Palembang, Januari 2023

Pembimbing Utama, ‘ Pembimbing Pembantu,
¢ v
Rd.Muhammad Ikhsan.S.H.,M.H. Ahmaturrahman, S.H., M.H,

NIP : 196802211994121001 NIP : 196405301989031002
| Ketua Bagian Hukum Pidana,

///éﬁ e

NIP : 196802211994121001
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal
1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia merupakan negara hukum
bukan negara kekuasaan yang berarti mekanisme, proses, institusi, praktik, atau
norma harus berdasarkan asas persamaan hukum dan penggunaan kekuasaan yang
tidak sewenang-wenang. Hukum mengatur kehidupan sehari-hari dalam berbagai
cara dan tercermin dalam berbagai cabang hukum, terutama dalam menetapkan
moral, menjaga ketertiban, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi kebebasan

dan hak.

Salah satu pengertian dari hukum pidana adalah sebagai hukum yang
mengkategorikan perbuatan — perbuatan yang dilarang didalamnya, serta untuk
siapapun yang melakukan perbuatan yang telah dilarang tersebut akan mendapatkan
sanksi yang melekat pada hal tersebut, dan dalam hukum pidana juga mengatur
mengenai penentuannya dalam hal kapan serta bagaimana mereka yang melakukan
pelanggaran — pelanggaran tersebut dapat ditangkap, dituntut nantinya serta akan
diadili di meja pengadilan bagi siapa saja yang diduga melakukan pelanggaran
tersebut serta akan di tetapkan hukuman yang akan dijatuhkan dan hal — hal yang
dapat diterapkan mengenai untuk pihak - pihak yang melakukan pelanggaran

hukum itu sehingga kemanan masyarakat dan kepentingan individu dapat terjaga.



Menurut Derkje Hazewinkel-Suringa, dalam bukunya hukum pidana terbagi
menjadi hukum pidana dalam arti: Objektif (ius poenale), yang meliputi: Perintah
dan larangan yang pelanggarannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang
berhak dan ketentuan — ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan
apabila norma itu dilanggar. Hukum Penitensier dan Subjektif (ius puniendi), yaitu:
hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk
menjatuhkan serta melaksanakan pidana. Sedangkan menurut VVos, hukum pidana
terbagi menjadi: Hukum Pidana dalam arti bekerjanya sebagai: Peraturan hukum
objektif (ius poenale) yang dibagi menjadi: hukum pidana materiil yaitu peraturan
tentang syarat-syarat bilamana, siapa dan bagaimana sesuatu dapat dipidana, hukum
pidana formal yaitu hukum acara pidana, hukum subjektif (ius punienandi), yaitu
meliputi hukum yang memberikan kekuasaan untuk menetapkan acara pidana,
menetapkan putusan dan melaksanakan pidana yang hanya dibebankan kepada
negara atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, hukum pidana umum (algemene
strafrechts) yaitu hukum pidana yang berlaku bagi semua orang, dan hukum pidana
khusus (byzondere strafrechts), yaitu dalam bentuknya sebagai ius speciale seperti

hukum pidana militer, dan sebagai ius singulare seperti hukum pidana fiscal.*

Pengertian dari tindak pidana menurut Muljatno yaitu merupakan suatu
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan tertsebut telah
diatur pada suatu aturan hukum yang juga melekat sanksi bagi siapapun yang
melakukan perbuatan tersebut tanpa terkecuali bisa juga diartikan sebagai salah satu

perbuatan yang dilarang serta terdapat ancaman yang ada didalamnya. Larangan

L H Suyanto, Pengantar Hukum Pidana, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2018, him. 3



dalam hukum pidana ditujukan kepada perbuatan (suatu kondisi dari akibat
Tindakan seseorang), namun mengenai ancaman pidana ditujukan kepada pihak
yang bertanggung jawab menimbulkan keadaan atau kondisi tersebut. Salah satu

dari Tindakan pidana tersebut adalah tindak pidana pelanggaran rahasia dagang.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang — Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang
Rahasia Dagang, yaitu : "Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui
oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia

Dagang".

Ruang lingkup dari rahasia dagang diatur dalam Pasal 2 Undang Undang No.
30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa : "Lingkup perlindungan Rahasia
Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau
informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan
tidak diketahui oleh masyarakat umum". Berdasarkan kedua Pasal tersebut suatu
informasi yang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan,
atau informasi lain dianggap sebagai rahasia dagang apabila informasi tersebut
tidak diketahui secara umum yang oleh pemilik Rahasia Dagang tersebut
kerahasiannya terjaga, selain itu informasi tersebut juga harus memiliki nilai

ekonomi dan berada dalam lapangan bisnis dan teknologi.

Pelanggaran rahasia dagang diatur dalam Undang — Undang Nomor 30 Tahun
2000 pada Pasal 13 menyatakan bahwa "Pelanggaran Rahasia Dagang juga terjadi
apabila seseorang dengansengaja mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari

kesepakatan ataumengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga



Rahasia Dagang yang bersangkutan”. Kecuali tujuan dari pengungkapan atau
penggunaan rahasia dagang tersebut ditujukan untuk keselamatan masyarakat,
kepentingan pertahanan keamanan, atau Kesehatan dan juga untuk pengembangan
dari produk yang bersangkutan dengan rahasia dagang pihak lain tersebut yang

mana dapat dilakukan dengan rekayasa ulang terhadap produk tersebut.

Pelanggaran rahasia dagang juga diatur pada pasal 14 Undang — Undang
Rahasia Dagang yang menyatakan bahwa "Seseorang dianggap melanggar Rahasia
Dagang pihak lain apabila memperoleh atau menguasai Rahasia Dagang tersebut
dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku™. Salah satu contoh kasus mengenai pelanggaran rahasia dagang itu
terdapat pada  Putusan  Pengadilan  Negeri  Manado  Nomor
111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor : 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd sebagai salah
satu objek yang ada di penulisan ini yaitu mengenai putusan lepas dari segala

tuntutan terhadap kedua putusan tersebut.

Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd
berisi bahwa awalnya terdakwa yang bekerja sebagai karyawan pada PT.
OTOMULTIARTHA Kab. Manado sebagai Aset Admin (Bagian Pengambilan
BPKBPT. OTO MULTIARTHA Kab. Manado) sejak bulan 5 Desember 2015
mengambil 3 Data Realease pada Mei,Juni,Juli 2017 yang nantinya diberikan
terdawa Kepada SULTAN selaku Office Boy (OB), selanjutnya SULTAN langsung
menghubungi MELKI KARINDAI via telepon untuk memberikan data / berkas
tersebut kepada MELKI KARINDA (Karyawan BFI Finance) Perushaan yang

terletak pada kantor PT. OTO MULTIARTHA Cabang Manado untuk memproses



pinjaman dana yaitu dengan menghubungi nomor telepon konsumen — konsumen
tersebut untuk untuk membujuk menjadi Konsumen dari salah satu Perusahaan BFI
Finance, namun para konsumen lain tidak ada yang mau karena merasa keberatan
bahwa bunga Pinjaman BFI Finance lebih besar dibandingkan dengan Pinjaman di
PT. OTO Multiarthadan terdakwa melakukan semua perbuatan diatas tanpa
perintah/petunjuk atau seizin pimpinan karena menyalahi aturan di Perusahaan PT.
OTO Multiartha terhadap peraturan pengalihan konsumen kepada perusahaan

pembiayaan yang lain (MOU).

Penuntut umum pada pokoknya menuntut bahwa terdakwa terdakwa Nico
Rewah terbukti secara Hukum dan Sah meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana secara bersama - sama dengan sengaja dan tanpa hak mengunakan Rahasia
Dagang orang lain sebagaimana didakwakan dalam tunggal Pasal 17 ayat (1) UU
No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jaksa
penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama
8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

Namun hakim tetap menyatakan bahwa meskipun terdakwa Nico Rewah
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatab yang didakwakan
kepadanya, tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, membebaskan
terdakwa dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam
kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan memerintahkan terdakwa

bebas dari tahanan.



Kasus posisi Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd
berisi bahwa Bahwa awalnya pada pertengahan bulan Desember 2016 yang
tanggalnya terdakwa telah lupa, bertempat di Kantor PT. OTO Multiartha
Cab.Manado, terdakwa diberikan secara sembunyi-sembunyi data konsumen PT.
OTO MULTIARTHA Cab. Manado an. NOVRI TAMI OROH oleh NATALIA
WALEAN (CSO PT. OTO MULTIARTHA Cab. Manado) untuk di take over ke
BFI Finance karena NATALIA WALEAN mengatakan jika sudah ada pencairan
dari BFI Finance, NATALIA WALEAN meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,-
(tiga juta rupiah) untuk membeli kursi/sofa, kemudian terdakwa juga diberikan Data
realease sebanyak 3 (tiga) exempelar dari NICO REWAH (Bagian Pengambilan
BPKB PT. OTO MULTIARTHA Cab. Manado) masing-masing pada bulan Mei
2017, Juni 2017, Juli 2017 selanjutnya terdakwa langsung menghubungi MELKI
KARINDAI via telepon untuk memberikan data / berkas tersebut kepada MELKI
KARINDA (Karyawan BFI Finance) di kantor PT. OTO MULTIARTHA Cab.
Manado untuk diproses pinjam dana dan setelah berkas tersebut di proses dan
dicairkan BFI Finace, terdakwa memperoleh / mendapat fee 3% dari total pencairan
pada saat itu sebesar Rp. 169.000.000,-(serratus enam puluh Sembilan juta rupiah)
yaitu sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) selanjutnya
terdakwa berikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada NATALIA WALEAN
sesuai permintaanya, dan sisanya yaitu sebesar Rp. Rp. 1.800.000,-(satu juta
delapan ratus ribu rupiah) untuk terdakwa sendiri. Kemudian untuk data realease
bulan mei 2017, juni 2017, juli 2017 konsumen PT. OTO Multiarta Cab. Manado
yang terdakwa dapat dari NICO REWAMH, terdakwa berikan nomor telepon

konsumen -konsumen tersebut kepada MELKI KARINDA (Karyawan BFI) untuk



membujuk untuk membujuk menjadi Konsumen dari salah satu Perusahaan BFI
Finance mereka menjadi nasabah/konsumen BFI Finance, namun para konsumen
lain tidak ada yang mau karena merasa keberatan bahwa bunga Pinjaman BFI
Finance lebih besar dibandingkan dengan Pinjaman di PT. OTO Multiartha. Bahwa
terdakwa juga pernah memberikan kontak person konsumen PT. OTO Multiara
Cab. Manado atas nama SENGLY TUMEMBOW yang sebelumnya sudah
terdakwa hubungi terlebih dahulu yang didaptkan terdakwa dari meja filing di lantai
2 (dua) kantor PT. OTO Multiartha Cab. Manado kemudian terdakwa hubungi via
telepon konsumen tersebut untuk menawarkan mengajukan pinjam dana cepat di
PT. SMART Multi Finance Bitung dan setelah dihubunginya Konsumen dari
perusahaan PT. OTO Multiartha atas nama SENGLY TUMEMBOUW vyang
dihubungi terdakwa pada bulan juli 2017, terdakwa memberikan sebuah Kontak
Person/Nomor Telepon atas nama SENGLY TUMEMBOUW yang diberikan
terdakwa kepada ASWAR ANAS SARANANI (PT. SMART Multi Finance)
dimana terdakwa mengenal ASWAR ANAS SARANANI melalui akun sosial
media Facebook miliknya yang pada saat itu membuat status miliknya; Butuh
pinjaman dana hubungi saya dinomor hp saya, kemudian terdakwa menghubungi
Ik. ASWAR ANAS SARANANI melalui chat di aplikasi WhatsApps, dan
menawarkan konsumen kepada Ik. ASWAR ANAS SARANANI dan menanyakan
apa yang akan terdakwa peroleh jika terdakwa memberikan konsumen yang mau
pinjam dana pada PT. SMART Finance Cab. Manado dan diproses sampai terjadi
pencairan, kemudian ASWAR ANAS SARANANI mengatakan bahwa ada komisi
berupa uang sebesar 2,5% dari total pencairansetelah terdakwa melihat berkas

konsumen tersebut telah ditolak untuk melakukan pijam dana kembali pada PT.



OTO Multiartha Cab. Manado di meja filing PT. OTO Multiartha Cab. Manado.
Dan terdakwa mendapat keuntungan komisi dari PT. SMART Multi Finance berupa
uang 2,5% dari total pencairan konsumen atas nama SENGLY TUMEMBOUW
dengan pencairan sekitar Rp. 50.000.000,- yaitu sebesar Rp. 1.250.000 dan tanpa
perintah/petunjuk atau seizin pimpinan karena menyalahi aturan di Perusahaan PT.
OTO Multiartha terhadap peraturan pengalihan konsumen kepada perusahaan

pembiayaan yang lain (MOU).

Penuntut umum pada pokoknya menuntut bahwa terdakwa terdakwa Nico
Rewah terbukti secara Hukum dan Sah meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana secara bersama - sama dengan sengaja dan tanpa hak mengunakan Rahasia
Dagang orang lain sebagaimana didakwakan dalam tunggal Pasal 17 ayat (1) UU
No.30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. Jaksa
penuntut umum menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama
8 (delapan) bulan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.

Namun hakim tetap menyatakan bahwa meskipun terdakwa Sultan terbukti
secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,
tetapi bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran, membebaskan terdakwa dari
segala tuntutan hukum, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan,

harkat serta martabatnya, dan memerintahkan terdakwa bebas dari tahanan.

Pada Pasal 1 angka 11 KUHAP mengatur mengenai pengertian Putusan
pengadilan yaitu: Putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan

dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau



lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam
undang-undang ini” atau dapat pula diartikan sebagai suatu pernyataan dalam
sidang terbuka oleh hakim yang penjatuhan putusannya dapat berupa putusan

bebas, putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan.?

Sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terdapat
jenis - jenis mengenai putusan yang dapat dijatuhkan oleh hakim mengenai perkara

yang ada dalam hukum pidana :

1. Putusan Pemidanaan (Veroordeling)
Berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa : Jika pengadilan
berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang

didakwakan kepadanya. maka pengadilan menjatuhkan pidana.

2. Putusan Bebas (Vrijspraak)

Berdasarkan Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan bahwa : Jika pengadilan
berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa
atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan, maka terdakwa dakwa diputus bebas.

3. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle

Rechtsvervolging)

Berdasarkan Pasal 191 ayat 2 KUHAP menyatakan bahwa : Jika pengadilan
berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti,

tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus

2 Kadir Husin dan Budi Rizki Husein, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Sinar Grafika,
Jakarta, 2016, him. 11
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lepas dari segala tuntutan hukum. Berdasarkan uraian pasal tersebut jatuhnya
putusan lepas apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan
meyakinkan namun hakim berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan suatu

tindak pidana maka terdakwa diputus lepas®.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya secara

ilmiah dalam suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul penelitian :

Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Alle
Rechtsvervolging) Dalam Perkara Tindak Pidana Rahasia Dagang (Studi
Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor:

112/Pid.Sus/2019/Pn.Mnd)

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian — uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan

yang dibahas pada skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan lepas
dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging) perkara
tindak pidana rahasia dagang dalam putusan Pengadilan Negeri Manado
Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor: 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd

2. Apakah hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan
hukum dalam perkara tindak pidana rahasia dagang tersebut sudah sesuai

atau tidak memenuhi rasa keadilan ?

3 Sandro Unas, “Kajian Yuridis Terhadap Bentuk Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana
Korupsi”, Lex Et Societatis, Volume 7, Nomor 4 April 2019, him. 59
https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/download/24704/24414
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C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam
menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle
Rechtsvervolging) dalam perkara tindak pidana rahasia dagang dalam
Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan
Nomor 112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd

2. Untuk mengetahui dan menganalisis putusan hakim dalam menjatuhkan
putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana rahasia
dagang sudah sesuai atau tidak memenuhi rasa keadilan.

D. Manfaat Penelitian
1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya Imu
pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai rahasia dagang dan
mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala

tuntutan hukum.

2. Manfaat Praktis
a. Terhadap Penegak Hukum

Terhadap para penegak hukum manfaat penelitian ini  diharapkan dapat
membantu dalam mengambil suatu tindakan dan saat melaksanakan proses hukum,

terutama pada saat proses pengambilan keputusan dalam perkara pidana, serta di
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harapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat mengenai

perkembangan hukum acara pidana.

b. Terhadap Akademisi dan Masyarakat Luas
Terhadap para Akademisi dan masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat
memberikkan sumbangsih pemikiran sekaligus sebagai sumber referensi ilmu

pengetahuan dan informasi.

c. Terhadap Penulis
Terhadap penulis sendiri penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan,
pemahaman dan kemampuan penulis dalam menggabungkan pendapat yang

berbeda termasuk ide dan pendapat penulis sendiri.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, untuk mencegah adanya kerancuan dan
pembahasan yang melebar pada skripsi ini, maka penulis membatasi ruang lingkup
penelitian yang akan dibahas hanya mengenai pertimbangan hukum hakim
menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam putusan Pengadilan
Negeri Manado Nomor: 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd  dan Nomor:
112/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan menganalisis mengenai bagaimana hakim
memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tersebut apakah sudah

memenuhi rasa keadilan atau tidak.
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F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu rangkaian konsep dari pemikiran — pemikiran
abstrak yang pada dasarnya bertujuan untuk menemukan ruang — ruang dalam
kehidupan sosial yang dianggap berhubungan bagi peneliti. Susunan kerangka teori
terdiri dari berbagai asas, aturan, cara, anggapan, serta keterangan yang
dikumpulkan sebagai suatu pedoman untuk membahas dan menganalisis
permasalahan dalam penulisan atau penelitian. # beberapa teori — teori yang

digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Teori Pertimbangan Hakim
Hakim dalam menjatuhkan putusannya sehubungan dengan hal - hal sebagai

berikut:®

a. Putusan berdasarkan kejadian yang menimbang apakah perbuatan yang
didakwakan kepada terdakwa terbukti telah dilakukan oleh terdakwa.

b. Putusan berdasarkan hukum yang menimbang apakah perbuatan terdakwa
tersebut terkategori sebagai tindak pidana dan apakah terdakwa dapat
dijatuhi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku.

c. Putusan berdasarkan pidananya, menimbang apakah terdakwa dapat dijatuhi
pidana.

Pada dasarnya hakim dalam menjatuhkan putusan sesuai dengan dasar dari

aturan yang telah diatur dalam peraturan Perundang-undangan. Hakim dilarang

untuk menjatuhkan pidana kurang dari batas minimal dan hakim tidak boleh

4 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti,
2004, him. 73
5> Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, P.T. Alumni, Bandung, 1986, him. 74.
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menjatuhkan pidana lebih berat dari apa yang telah ditetapkan sesuai dengan
Undang-undang putusannya dijatuhkan dalam putusannya. Terdapat berbagai teori
yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim. Menurut Mackenzie

mengenai teori-teori tersebut yaitu :°

a. Teori Keseimbangan
Teori yang akan dimunculkan yang pertama itu terkait keseimbangan terhadap
syarat yang ada didalam undang-undang dengan tetap melihat kepentingan pihak

yang perkara.

b. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Mengenai jatuhnya pidana yang dilakukan oleh hakim yang mana ada diskresi
yang dilakukan atau wewenang yang ditentukan sendiri sebagai suatu diskresi
dilakukan penyesusaian sesuai dengan keadaan yang dialami oleh pihak yang
terlibat dalam tindak pidana, dalam hukum perkara pidna sesuai dengan ketentuan
penuntut umum hakim dalam menjatuhkan putusan yang berdasarkan pendekatan
seni ditetapkan sebagai salah satu pendekatan dengan lebih berpedoman dengan

insting atau untuisi sebagai pengetahuan yang dimiliki hakim.

c. Teori Pendekatan Keilmuan

Mengenai pendekatan keilmuan ini merupakan suatu pemikiran yang mana
terdapat proses yang harus dilakukan dengan sistematis dan hati — hati dalam
penjatuhan putusan terkhusus yang berhubungan dengan putusan terdahulu agar

konsistensi hakim terlihat.

6 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, him. 102
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d. Teori Pendekatan Pengalaman
Maksud dari teori ini adalah pengalaman dari seorang hakim merupakan hal
yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya

sehari-hari.

e. Teori Ratio decidendi

Menurut teori ini hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan landasan
— landasan filosofis dengan cara menganalisis aspek — aspek yang berhubungan
dengan perkara — perkara yang diajukan kepada hakim tersebut yang kemudian
mendasari putusan hakim tersebut dengan peraturan perundang — undangan yang

berhubungan dengan perkara tersebut.

f.  Teori Kebijaksanaan

Penekanan dari teori ini yang mana melibatkan pemerintah, terdapat juga
masyarakat didalamnya, keluarga, serta bagi setiap orang yang bertanggung jawab
untuk melakukan pembinaan kepada terdakwa agar mereka dapat menjadi orang
yang bertanggung jawab serta dapat mendapatkan bimbingan, dapat mendapatkan
pendidikan agar kedepan terdakwa yang melakukan tindak pidana menjadi orang
yang dapat berguna bagi bangsa dan Negara, serta hakim dalam mengambil
putusannya harus adil dengan merujuk pada Undang — Undang yang berhubungan

dengan perkaranya.

Penulis menggunakan teori pertimbangan hakim ini dalam rangka untuk
membahas dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan

putusan lepas dari segala tuntutan.
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2. Teori Keadilan

Menurut Hans Kelsen, Keadilan merupakan telah tercapainya suatu kondisi
atau lingkungan dimana tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya upaya
dalam mencari kebenaran dan kesejahteraan bisa berkembang dan subur’.
Sedangkan menurut Aristoteles dalam bukunya Nicomachean Ethics menjelaskan
bahwa keadilan dalam arti umum merupakan keadilan yang terwujud dari ketaatan
terhadap hukum baik tertulis maupun tidak tertulis dan keadilan dalam arti khusus
merupakan keadilan terkait pada sikap yang ada dalam diri manusia yang mana
menjadi suatu bidang agar dapat mengatur hubungan baik dalam masyarakat
beserta keseimbangan didalamnya yang proposional karena pendapat yang
dikemukakan oleh aristoteles itu adalah keadilan sebagai kesamaan seperti halnya
manusia disamakan dalam satu kesatuan salah satunya dengan persamaan dimata
hukum bagi setiap orang dan kesamaan dalam hal proporsional yaitu setiap orang

berhak untuk mendapatkan seluruh haknya.®

Selain itu Aristoteles juga membagi antara keadilan distributif dan keadilan
korektif. Keadilan distributif menurut Aristoteles adalah suatu keadilan dalam
ranah hukum publik yang terkait dengan pembagian penghargaan atau uang atau
hal lainnya kepada mereka sesuai dengan haknya masing — masing. Sedangkan
keadilan korektif menurut Aristoteles merupakan suatu keadilan mengenai reparasi

terhadap suatu kesalahan dengan diberikannya ganti rugi kepada pihak yang

7 Satjipto Rahardjo, IImu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, him. 174.
8 Hyronimus Rhiti, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme),
Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, him. 241.
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dirugikan dan diberikannya hukuman kepada pihak yang menimbulkan kerugian

tersebut. Menurut Theo Huijbers, teori keadilan Aristoteles adalah sebagai berikut:

1. Dalam jabatan itu harus ada pembagian yang harus adil dengan hartanya
sesuai dengan persamaan geometris

2. Harus pula adil dalam jual-beli, sesuai dengan harga barang yang mana
telah ditentukan oleh setiap pihak

3. Keadilan ini juga harus sesuai dengan aritmatis yang mana hubungan
dengan masalah privat dan public yang mana apabila seseorang melakukan
pencurian maka harus diberikan suatu sanksi kepada siapapun tanpa
memandang status orang terseut.

4. Pada bidang penafsiran hukum keadilan yang dimaksud oleh Aristoteles
disini adalah dalam menimbang untuk menjatuhkan putusan tersebut hakim
perlu menafsirkannya seolah — olah ia sendiri yang terlibat dalam perkara
tersebut..

Penulis menggunakan teori keadilan ini dalam rangka untuk membahas dan

menganalisis mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari
segala tuntutan hukum dalam tindak pidana rahasia dagang sudah sesuai atau tidak

memenuhi rasa keadilan.
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3. Teori Tujuan Pemidanaan

Dari Teori ini salah satu pendapat ahli oleh Wirjono Prodjodikoro yaitu tujuan
dari Pemidanaan itu untuk pencegahan agar masyarakat takut untuk melakukan
tindak pidana dengan adanya ancaman berupa siksaan, selain itu juga untuk
pembinaan bagi mereka yang telah melakukan tindak pidana agar mendapatkan
pembinaan sehingga mereka dapat Kembali hidup bermasyarakat dengan baik dan
tidak mengulangi kesalahannya lagi®, Tujuan pemidanaan dapat pula untuk tujuan
keamanan masyarakat sebab dengan dipisahkannya para pelaku tindak pidana
dengan masyarakat umum berupa hukuman penjara maka masyarakat dapat
terhindar dari perbuatan kejahatan, maka dapat dikatakan pidana memiliki tujuan

pencegahan, tujuan pembinaan dan tujuan perlindungan masyarakat™°.

Sedangkan teori tujuan menurut Frans von Liszt, van Hamel, dan D. Simons
adalah: 1

Demi memastikan ketertiban, negara menentukan berbagai peraturan yang
berisi larangan dan persyaratan peraturan dimaksudkan untuk mengatur hubungan
antara individu dalam masyarakat, membatasi hak individu sehingga mereka dapat
hidup denga naman dan damai, agar negara itu dapat memastikan bahwa aturan
selalu dipatuhi masyarakat dengan menghukum pelanggar.

Penulis menggunakan teori tujuan pemidanaan ini dalam rangka untuk

membahas mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala

 Wirjono Prodjodikoro, Tindak Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, P.T Eresco, Jakarta,
1980, him. 3.

10 Erdianto Efendi, Hukum Pidana Indonesia, Refika Aditama Bandung, 2011. Hal.142

11 Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, HIm.106-
107
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tuntutan hukum dalam tindak pidana rahasia dagang ini sudah sesuai atau tidak
memenuhi tujuan — tujuan dari pemidanaan.
G. Metode Penelitian
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian dengan menganalisis
terhadap permasalahan yang menggunakan pendekatan terhadap asas-asas hukum,
konsepsi, doktrin-doktrin, peraturan hukum, dan norma — norma hukum yang
terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto
penelitian yuridis normatif ini adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasarnya untuk diteliti
dengan cara melakukan penelusuran atas peraturan perundang-undangan serta

literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. 12

Penulis memilih metode penelitian yuridis normatif dengan tujuan untuk
memperoleh pemahaman dan pendapat hukum mengenai permasalahan hukum
yang dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan sumber — sumber hukum
berupa kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, pendapat pakar — pakar
hukum, dan literatur — literatur yang terkait dengan permasalahan yang sedang

diteliti.

12 5perjono Soekanto dan Sri Mamudiji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,
Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001, him. 13.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
perundang — undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (Case Approach).
Pendekatan perundang — undangan (statute approach) ini adalah penelitian
terhadap produk — produk hukum?®®. Pendekatan ini dilakukan dengan cara
mempelajari dan menganalisis undang — undang dan regulasi yang terkait dengan
permasalahan yang dibahas dalam peneltian dan pendekatan kasus (Case
Approach) adalah metodologi dengan berkonsentrasi pada penggunaan standar atau
aturan yang sah dalam praktik hukum yang sah.}* Dengan menelaah kasus — kasus
yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti diharapkan dapat
menambah perspektif — perspektif dan pertimbangan hakim lain dalam
menjatuhkan putusan yang serupa dengan harapan melalui pendekatan ini dapat

menambah argumentasi hukum dalam penelitian ini.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini berupa data
sekunder, yaitu data — data yang berupa dokumen — dokumen, buku — buku,
peraturan perundang — udangan, artikel, jurnal, dan karya ilmiah. Bahan hukum

yang digunakan sebagai berikut :

13 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung, Mandar Maju, 2008,
him 92.

14 Suhaimi, “Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”’, Jurnal
YUSTITIA Volume 19 Nomor 2, 2018, him 209.
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a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan — bahan hukum yang mempunyai kekuatan
hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan atau putusan hakim.
Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini seperti Undang —
Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Putusan Pengadilan Negeri Manado
Nomor : 111/Pid.Sus/2019/PN.Mnd dan Nomor : 112/Pid.Sus/2019/Pn.Mnd

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan — bahan yang memberikan penjelasan dari
bahan — bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dapat berupa rancangan
undang — undang, putusan hakim, hasil-hasil penelitian, dan hasil karya dari
pakar — pakar hukum seperti buku-buku, artikel dan jurnal — jurnal hukum.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi

ini berupa studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum yang di

lakukan atas data yang tertulis dengan melakukan kegiatan seperti membaca,

mencatat, atau mengutip hasil dari studi kepustakaan seperti peraturan perundang-
undangan, buku-buku, jurnal, majalah, internet, dan doktrin-doktrin.

5. Analisis Bahan Hukum
Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

analisis kualitatif, yaitu dengan menguraikan data dan bahan-bahan sekunder yang

di dapatkan kemudian dianalisis dan diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang

tersusun secara sistematis yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi fakta

hukum mengumpulkan bahan-bahan hukum, melakukan telaah terhadap
permasalahan hukum yang diajukan berdasarkan bahan yang telah dikumpulkan

guna menarik kesimpulan.
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6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan  Kesimpulan adalah  suatu bentuk hasil dari suatu
penelitian yang diadakan oleh penulis sesuai dengan tujuan penelitian.
Dengan perkataan bahwa penarikan kesimpulan merupakan inti-inti yang diambil
dari penelitian. Metode penarikan kesimpulan yang di
gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deduktif. Metode Deduktif
merupakan metode yang diawali dengan proses berfikir dari sesuatu yang
sifatnya umum mengarah ke khusus dengan tujuan untuk menemukan

kesimpulan yang kongkrit
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